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TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN, PERPANJANGAN

MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG DIMOHON OLEH
ANGGOTA PERKUMPUI,AN

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

(DKP INr)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kode
Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan
Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia
tentang Rekomeadasi Untuk Perpindahan Tempat Kedudukan,
Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Dan Rekomendasi Lain
Yang Dimohon Oleh Anggota Perkumpulan

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan Ikatan
Notaris Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESI,A TENTANG REKOMENDASI UNTUK PINDAH
TEMPAT KEDUDUKAN, PERPANJANGAN MASA JABATAN
NO?ARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG DIMOHON OLEH
ANGGOTA PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan

atas permohonan anggota PerkumpulanlNotaris yang berisi tentang catatan
pemohonan pernah atau tidak pernah melanggar Kode Etik Notaris untuk
keperluan persyaratan perpindahan tempat kedudukan Notaris atau
perpanjangan masa jabatan Notaris atau keperluan lain sesuai permohonan
pemohon.
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2. Pindah tempat kedudukan Notaris adalah pindahnya tempat kedudukan
Notaris dari kotalkabupaten ke kota/kabupaten lain dalam satu wilayah
jabatan Notaris atau berbeda wilayah jabatan Notaris.

3. Perpanjangan masa jabatan Notaris adalah untuk memperpanjang masa
jabatan Notaris yang akan diperpanjang selama 2 (dua) tahun yang dihitung
setelah pemohon berumur 65 tahun.

4. Rekomendasi lainnya adalah pemberian rekomendasi atas permohonan
anggota Perkumpulan yang masih dalam ruang lingkup kewenangan Dewan
Kehormatan.

5. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk
dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang
bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, yang terdiri atas :

a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

5. Pemeriksaan dan Persidangan adalah suatu tindakan yang ditrakukan oleh
Dewan Kehormatan dalam Rapat Pleno untuk mengambil keputusan,
persetujuan atau penolakan pemberian Rekorrrendasi atas permohonan
Pemohon.

6. Pemohon adalah anggota aktif Perkumpulan.

BAB II
PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN OLEH DEWAN KEHORMATAN

Pasal 2

t1) Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan dan persidangan untuk
memberikan Rekomendasi sebagai keperluan persyaratan pindah tempat
kedudukan Notaris atau perpanjangan masa jabatan Notaris atau
keperluan lainnya sesuai permohonan pemohon.

{2} Dalam jangka waktu 14 (empat belas} hari sejak Dewan Kehomatan
menerima surat permohonan dari Pemohon, Dewan Kehormatan melakukan
persidangan dan perneriksaan sebagaimana dinnaksud pada ayat (1) Pasal
ini.

(3) Pengambilan keputusan dalam pemeriksaan dan persidangan Dewan
Kehormatan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(a) Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan
sua.ra, dan suara terbanyak sebagai dasar pengambilan putusan.

(5) Persidangan dan pemeriksaan Dewan Kehormatan untuk keperluan
tersebut wqiib dihadiri lebih dari setengah (1/21 jumlah anggota Dewan
Kehormatan.

{6} Jika untuk persidangan dan pemeriksaan tidak tercapai sebagai dimaksud
dalam ayat {5}, maka persidangan ditunda selama 3O (tiga puluh} menit.
Jika korum tidak tercapai setelah ditunda maka persidangan dap
pemeriksaan dilanjutkan tanpa memperhatikan korum lagi.

(7) Pengambilan keputusan jika dilakukan pemungutan suara wqiib didukung
oleh sekrrang-kurangrrya setengah 11 l2l jumlah suara yang hadir dalam
persidangangarl.



(8) Persidangan dan pemeriksaan dipimpin oleh ketua Dewan Kehormatan, jika
ketua Dewan Kehormatan tidak hadir, persidangan dan perneriksaan
dipirnpin oleh wakil ketua Dewan Kehormatan atau oleh sekretaris Dewan
Kehormatan atau oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan.

t9) Dalam setiap keputusan pemberikan Rekomendasi wajib dituliskan
pemohon tidak pernah atau pernah melanggar Kode Etik Notaris d.engan
menyebutkan nomor, tanggal/bulan/tahun surat keputusan atau catatan
Dewan Kehormatan.

(l0)Pemohon Rekomendasi wqiib hadir dalam persidangan dan pemeriksaan
tersebut.

(11)Pemohon yang tidak hadir setelah diundang Denran Kehorrnatan, maka
permohonan tidak dapat dilanjutkan oleh Dewan Kehormatan.

{l2}bahwa Dewan Kehormatan wqjib untuk mengambil keputusan atas
permohonan Rekomendasi yang diajukan pemohon, yaitu permohonan
rekomendasi ditolak jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam
peraturan ini, atau disetujui jika tidak memenuhi syarat yang diteatukan
dalam peraturan ini.

BAB III
PBMERIKSAAN, PERSIDANGAN DAN ALAT PBRLENGKAPAN

Pasal 3

Pemeriksaan dan persidangan/pengambilan keputusan Rekomendasi
dilakukan oleh :

a. Dewan Kehormatan Daerah;
b. Dewan Kehormatan Wilayah;
c. Dewan Kehormatan Pusat.
Permohonan Rekomenda.si wajib dilakukan secara. berjenjang mulai dari
Dewan Kehormatan Daerah (DKD) ke Dewan Kehormatan WiIaS'ah (DI{W}
dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP).
Pemeriksan persidangan yang diatur dalam Peraturan ini dapat dilakukan
secara teleconfrence, dengan segala biaya yang timbul menjadi
tanggungiawab Pemohon.

BAB III
PBRSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK PINDAH WILAYAH

JABATAN NOTAzuS

Pasal 4

Pemohon wqiib mengajukan/mengirimkan surat perrnohonan secara
tertulis tr<e Desran Kehormatan Daerah {DKD}.
Persyaratan permohonan wajib disertai :

a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris (fotocopy).
b. Berita Acara Sumpah Notaris (fotocopy).
c. Kartu Tanda Penduduk (KTPI - (fotocopy).
d. Kartu Tanda Anggota {KTA) - {fotocopy}.

(1)

{2}

(3)

(1)

t2t



(3)

t4)

(s)

e. Tanda bukti membayar iuran ke Perkumpulan/Pengurus Daerah 5
tlima) tahun terakhir {fotocopy}

f. Tampak foto (berwarna) depan kantor Notaris Pemohon dan
memperlihatkan papan notaris nama pernohon.

g. Sertifikat 5 (lima) tahua terakhir mengikuti kegiatan yang dilakukan
oleh Perkumpulanflkatan Notaris Indonesia mulai dari Pengda, Pengwil
dan PP dengan nilai yang sudah ditentukan Perkumpulan ifotocopyi.

Semua dokumen yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf e, dan huruf g, wajib dilegalisir oleh Notaris.
Semua asli persyaratafr yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, wajib
dibawa oleh Pemohonan pada waktu pemeriksaan/persidangan di DKD.
Ketentuan ayat (2| huruf g dapat dikecualikan untuk mantan atau yang
masih menjabat sebagai Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan
Pengurus Fusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah,
Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari PengUrus Daerah, Pengurus \Milayah dan
Pengurrrs Pusat, Deuran Kehormatan Daerah, Dewan Kehorrnatan Wilayah,
Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan.
Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang
ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Daerah dan menscan semua
persyaratan tersebut di atas-

Pasal 5

(U Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKD sebagaimana
tersebut dalam Pasal (4), Pemohon wajib mengajukan permohonan
Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Wilayah {DKW},
dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKD,

{21 Permohonan tersebut dapat pula diqiukan secara elektronik yang
ditujukan ke e-m.ail Dewan Kehormatan Wilqyah dan menscan
persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

(1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKW sglsgaimana
tersebut dalam Pasal (5I, Pemohon w{ib meng{ukan permohonan
Rekornendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Pusat {DKP), dengan
hanya. melampirkan asli Rekomendasi dari DKW.

(2) Permohonan tersebut dapat pula diajukaa secara elektronik yang
ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Fusat dan mensarl persyaratan
tersebut dalarn ayat {1} pasal ini.

BAB IV
PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MEMPERPANJANG

MASA JABATAN NOTARIS

Pasal 7

tl) Pemohon wajib mengajukan/mengirimkan surat permohonan secara
tertulis ke Dewan Kehormatan Daerah (DKD).

(6)



(21 Persyaratan permohonan wa$ib disertai :

a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris {fotocopy}.
b. Berita.Acara Sumpah Notaris {fotocopy}.
c. Kartu Tanda Penduduk {KTP) - {fotocopy}.
d. Kartu Tanda Anggota (KTA) - (fotocopy).
e. Tanda bukti membayar iuran ke Perkumpulan/Pengurus Daerah 5

{lima} tahun terakhir {fotocopy}
h. Tampak foto {berwarna} depan kantor Notaris Pemohon (fotocopy} dan

memperlihatkan papan notaris nama pemohon.
f. Seritilikat 5 (lima) tahun terakhir mengikuti kegiatan yang dilakukan

oleh Perkumpulan/Ikatan Notaris Indonesia mulai dari Pengda, Pengwil
dan PP dengan nilai yang sudah ditentukan Perkumpulan {fotocopy}.

g. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan kejiwaan dari dokter
{fotocopy}

Semua dokumen yang disebut pada Pasal 7 ayat {21 huruf a sampai
dengan huruf e, serta huruf g dan h, wajib dilegalisir oleh Notaris.
Semua asli persyaratan yang disebutkan dalam ayat (21 pasal ini, wqjib
dibarra oleh Pemohonan pada waktu perneriksaanlpemeriksaan di DKD.
Ketentuan ayat (2) huruf g dapat dikecualikan untuk mantan &tau yang
masih menjabat sebqgai Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan
Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah,
Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan
Pengurus Fusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah,
Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan.
Permohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang
ditujukan ke e*mail Dewan Kehormatan Daerah dan menscan semua
persyaratan tersebut di atas.

Pasal 8

t1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKD sebagaimana
tersebut dalam Pasal t7), Pemohon wajib mengajukan permohonan
Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Wilayah (DKW),
dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKD.

l2l Permohonan tersebut dapat pula diqiukan seca.ra elektronik yang
ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan Wilayah dan rnenscan
persyaratan tersebut dalam ayat f 1| pasal ini.

Pasal 9

Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DKW wbagaimana
tersebut dalam Pasal {8}, Pemohon w4iib mengajukan permohoaan
Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Pusat {DKP}, dengan
hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DI{W,
Perrnohonan tersebut dapat pula diajukan secara elektronik yang
ditujukan.ke e-mail Dewan Kehormatan Pusat dan menscan persyaratan
tersebut dalam ayat (U pasal ini.

(3)

t4)

(s)

(61

(1)

{2}



BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LAINNYA

Pasal 1O

(1) Eahwa Rekomendasi lainnya merupakan keterangan untuk pemohon
pernah dijatuhi sanksi dari Dewan Kehormatan atau tidak pernah di,jatuhi
sanksi dari Dewan Kehormatan.

{21 Pemohon wajib mengqiukanlmengirimkan surat permohonan secara
tertulis ke Dewan Kehormatan Daerah {DKD}.

(3) Perqraratan permohonan wajib disertai :

a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris (fotocopy).
b. Berita Acara Sumpah Notaris {fotocopy).\
c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) - {fotocopy}.
d. Kartu Tanda Anggota (I{TA} - (fotocopy}.
e. Tanda bukti membayar iuran ke Perkumpulan/Pengurus Daerah 3

{lima} tahun terakhir (fotocopy}
f. Seritifikat 3 {tigal tahun terakhir mengikuti kegiatan yang dilakukan

oleh Perkumpulan/Ikatan Notaris Indonesia mulai dari Pengda, Pengwil
dan PP dengan nilai kumulasi 12 {dua belas) atau lebih {fotrcopy}.

{4) Semua d.okumen yang disebut pada Pasal 7 ayat {2} huruf a sampai
dengan huruf f, waiib dilegalisir oleh Notaris.

(5) Semua asli persyaratan yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, waiiib
dibawa oleh Pemohonan pada waktu pemeriksaan/pemeriksaan di DKD.

(6) Ketentuan ayat {2} huruf f dapat dikecualikan untuk mantan atau yang
masih menjabat sebagai Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan
Pengurrrs Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehorrnatan Wilayah,
Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkarnah Perkumpulan yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari Pengurus Daerah, Pengurus Wrlayah dan
Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah,
Dewan Kehormatan Pusat dan Mahkamah Perkumpulan.

(71 Permohonan tersebut dapat pula di4jukan secara elektronik yang
ditujukan ke e-mail Dewan Kehormatan dan ilrenscan semua persyaratan
tersebut di atas.

Pasal 1 I

tl) Setelah Pemohon memperoleh Rekornendasi dari DKD sebagaimana
tersebut dalam Pasal (9), Pemohon wqiib mengajukan permohonan
Rekornendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Wilayah (DKWI,
dengan hanya melampirkan asli Rekomendasi dari DKD-

t2) Permohonan tersebut dapat pula di4iukan secara elektronik yang
ditujukan ke e-mail Devuan Kehormatan Wilayah dan menscan
persyaratan tersebut dalam ayat {L} pasal ini.

Pasal 12

t1) Setelah Pemohon memperoleh Rekomendasi dari DlilM sebagaimana
tersebut dalam Pasal (10), Pemohon wajib meng4iukan permohonan



(1)

(2t

,
Rekomendasi secara tertulis ke Dewan Kehormatan Rrsat (DKp), dengan
hanya melampirkan asli Rekomend.asi dari DI(W.
Permohonan tersebut dapat pula di4iukan secara elektronik yang
ditqiukan ke e-mail Dewan Keh-orrnatan hrsat dan menscan persyaratan
tersebut dalam ayat (I) pasal ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa] 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggat ditetapkan

Agar Pti"p anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan p"rr"-p*t"rrrry" dalam Lembaran
Perkumpulan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal S Agustus 2Ol7

DEWAN KEHORIvIATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

(DKP rNr)



Lampiran 1.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI}
NOMOR TAHUN 2OI7
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DTWAIT XTIIORIATAT D
IKATAIS I$OTARIS IilXX}XTSIA

Se&re,tariat : Jalan
llo. Telp. No. FaN.

S-mail:

REKOTENDASI

Illomor:

Dewah Kehormatan Daerah

/Rek/DIs) 

-.l2o
Menimbang Bahwa lkatan Notaris Indonesia" sebagai satu-satunya

organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik
Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan
dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.
Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tlomor :

tanggal butan , tahun
, telah menetapkan salah satu syarat pindah

tempat kedudukan lrlotaris diperlukan Rekomendasi dari
Ikatan Notaris Indonesia.

3. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat
perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk

Memperhatikan :

memberikan Rekomendasi tersebut.

Surat Perrriohonan Sdr , S.H. nomor :

tanggal , bulan
tahun , tentantg permohonan Rekourendasi.

: 1..

2.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.



2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris

Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :
Nomor KTA INI :

Alamat :

-Unfrtk Ptndo.JatclmI;rcfr, Kedeu,&tlcoln ke koto.{Kab-
Ptlopinsi
lffiatls.

/ ilenpctponJorng Mssc,.raffian

Kedua : Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Daerah
Sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan
Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Daerah-

tanggal
tahun .

Ketiga :-Rekomendasi ini berlaku seJak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama 1 {satu} tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
tanggal 

-, 

bulan ,tahun-.

Ketua Sekretaris

Nomor :

bulan

10



Lampiran 2.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP rNU
NOMOR TAHUN 2OL7
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI I^AIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DSWAIT XTITORU#TAIE WII"AYAE
IKATAIS IIIO(rI,RIS ITIIIX}IITSIA

Sehetarlat : Jalan
![o. Telp. , No. FaN.

F-mail:

RTKOUENDASI

Nomor : /ReL/DI(W_/2O

Dewah Kehormatan Wilayah

Menimbang : 1. Bahwa lkatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya
organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik
Indonesia berkewajiban untuk melakukan Pengawasan
dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.

2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Repubtik Indonesi.a nomor :

tanggal , bulan , tahun
, telah menetapkan salah satu syarat pindah

tempat kedudukan Notaris diperlukan Rekomendasi dari
Ikatan Notaris Indonesia.

3. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat
perlengkapan Perkurnpulan berwenang untuk
memberikan Rekomendasi tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr S.H. nomor :

tanggal , bulan
tahun , tentang permohonan Rekomendasi.

2. Rekornendasi Dewan Kehormatan Daemh
Nomor : /Rek/DKD- /2O-., tanggal *

ll



, bulan tahun

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat trkatan Notaris

Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :

Nomor KTA INI :

Alamat :

-Anfrzrk frtrdo.ltterrrngat K&ufrtkon lee kota/Xab
Pnopinsi
lllotcrts.

/ #eflqrqp4iarq ilas.,hhatcrt

Kedua : Pemohon dalam Catatan Dewan Kehorrrratan Wilayah-
Sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Nataris/pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan
Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Wilayah-
Nomor : tanggal
bulan ,tah

Ketiga .'-Rekomendasi ini berlaku sjak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama I (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
tanggal 

-, 

bulan ,tahun-.

Ketua Sekretaris

t2



Lampiran 3.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI}
NOMOR TAHUN 2OT7
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI N^AIN YANG

DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DEWAT{ KTIIORUATAN PUSAT
IXATAIT IIOirARIS NTDONTSIA

Sekretariat : Jalan
I$o. Telp. Ho. Fax.

&mail:

REKOUEI{DASI

I[oqor: /ReLfDIfP-/2O

Dewah Kehormatan Wilayah

Menimbang : 1. Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu*satunya
organrsasl Notaris bersama-saEra Pemerintah Republik
Indonesia berkeraajiban untuk melakukan Pengawasan
dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.

2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia nomor :

tanggal , bulan , tahun
tetrah menetapkan salah satu syarat pindah

tempat kedudukan Notaris diperlukan Rekomendasi dari
Ikatan Notaris Indonesia.

3. Bahwa Derran Kehormatan Notaris sebagai alat
perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk
memberikan Rekomendasi tersehut-

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr , S.H. nomor :

tanggal , bulan
tahun , tentang permohonan Rekomendasi.

2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah
Nomor : lRek/DKD- /2A-, tanggal -
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Mengingat

Kesatu

Kedua

Ketiga

, bulan tahun
3. Rekomendasi Dewan Kehormatan Wilayah

Nomor : /ReklDI{W- /2O----_-, tanggal -
, bulan tahun

1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris

Indonesia.

MENETAPKAN

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :

Nomor KTA INI :

Alamat :

-Urnatk Ptttdcltr t@. K&t&decln re W
Ptvipit si
I\fotarts.

/ a@4Jng.tfom,rabafran.

Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Pusat sampai
dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah melakukan
pelanggaran Kode Etik Notaris/pernah melakukan
pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Surat
Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Pulsat Nomor

tanggal , bulan
,tahun .

*Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan al€n
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
tanggal 

-, 

bulan ntahun_-.

Ketua Sekretaris
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Lampiran 4.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI}
NOMOR TAHUN 2OI7
TENTANG
REKOM ENDASI UNTUK PERPTNDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI I..AIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DTITAN ITEIIORMA.TAN DATRAII
IKATAI{ ITOTARIS IilX}OilTSIA

Sekretariat : Jalan
No. Telp. No. Fax.

Bmall:

RTKOUEITDASI

Nomor 3 /Rek/DBI)-/2O

Dewah Kehormatan Daerah

Menimbang : 1. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya
organisasi Notaris bersama-sama Pernerintah Republik
Indonesia berkewqiiban untuk melakukan Fengawasan
dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.

2. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat
perlengkapan Ferkumpulan berwenang untuk
memberikan Rekomendasi tersebut.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr S.H. nomor:
tanggal , bulan

tahun tentang permohonan Rekomendasi.

Mengingat : 1.. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris lndonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris

Indonesia.

MENETAPKAN
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Kesatu

Ketiga

: Memberilran Rekomendasi kepada :

Nama :

Nomor KTA INI :

Alarnat :

Bahwa Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan
Daerah sampai dengan tanggal Rekomendasi
ini tidak peraah melakrrkan pelanggaran Kode Etik
Notaris/pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris
berdasarkan Surat Keputusan/Catatan Dewan Ketrormatan
Daerah_ Nornor :. tanggal

bulan--,tahun
:-Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama 1 (satu| tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan al€n
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
tangal 

--, 

bulan ,tahun-.
Ketua Selretaris
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Lampiran 5.
PERATURAN DE}VAN KEHORh{ATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESA
(DKP PP INI}
NOMOR TAHUN 2OT7
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI I.&IN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

DEWAIT XTI{ORMATAN WILAYAH
IKATAIT il€TTARIS INDOITESIA

Sekretariat : Jalan
Ilo. Telp. No. Fax.

&mail r

REKOMTITDASI

lYoqq: /Ret/DKW_lzO

Dewah Kehormatan Daerah

Menimbang : 1. Bahwa IB,* Notaris Indonesia sebagai satu-satunya
organisasi Notaris bersama-sama Pemerintah Republik
Indonesia berkewqiiban untuk melakukan Pengawasan
dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.

2. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris *bagai alat
perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk
memberikan Rekornendasi tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr S.H. nomor :

tanggal , bulan
tahun tentang permohonan Rekomendasi.

2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah
Nomor : /Rek/DKD-/2A-., tanggal*

, bulan tahun

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
2. Anggaran Rumatr Tangga Ikatan Notaris Indonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris

Indonesia.
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Lampiran 6.
PERATURAN DEIIIAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP PP INI}
NOMOR TAHUN 24fi
TENTANG
REKOMENDASI UNTUK PERPINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN,
PERPANJANGAN MASA JABATAN Nry}ARIS DAN RBKOMENDASI I,AIN YANG
DIMINTA OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN

I'EIrAN KTIIORMATAN PUSAT
IXATAIT ITOTARIS IilDOilESIA

Sekretadat : Jalao
No. Telp. trlo. Fax.

Bmrfl:

RTKOUTITDASI

l[onor : /Rek/DIIP_/2O

Dewah Kehormatan Pusat.

Menimbang : 1. Bahwalkltan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya
organisasi Notaris bersama-sarla Pemerintah Republik
Indonesia berkewqiiban untuk melakukan Fengawasan
dan Pembinaan terhadap seluruh Notaris Indonesia.

2. Bahwa Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat
perlengkapan Perkumpulan berwenang untuk
memberikan Rekomendasi terrebut.

Memperhatikan : 1. Surat Fermohonan Sdr , S.H. nomor:
tanggal , bulan

tahun , tentang permohonan Reknmendasi.
2. Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah

Nomor : /Rek/DKD- l2A-, tanggal -
, bulan tahun

3. Rekomendasi Dewan Kehormatan trIilayah
Nomor : /Rek/DKD- /2O---..-.-...._-..-, tanggal 

--, bulan tahun ._--,

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
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2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris lndonesia.
3. Peraturan Dewan Kehormatan Rrsat Ikatan Notaris

Indonesia.

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :

Nomor KTA INI :

Alamat :

Bahwa Pemohon dalam Catatan Dewan Kehormatan Pusat
sampai dengan tanggal Rekomendasi ini tidak pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris/pernah
melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan
Surat Keputusan/Catatan Dewan Kehormatan Pusat Nomor

tanggal

Ketiga :-Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama 1 (satu) tahun sjak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
ditakukan pembetulan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di
tanggal 

-, 

bulan ,tatrun-.

Ketua Se}retaris
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MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :

Nomor KTA INI :

Alamat :

Bahwa Pemohon dalam Catatan Derpan Kehorrnatan
Wilayah sampai dengan tanggal Rekomendasi
ini tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik
Notarislpernatr metakukan pelanggamn Kode Etik Notaris
berdasarkan Surat Keputusan/Catatan Deuran Kehormatan

Nomor :
bulan-,tahun=_--_-.

Ketiga :-Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama I (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
-Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
tanggal 

-, 

bulan 

-,tahun-.
Ketua Sekretaris

Wilayah
tanggat

l8


